Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 100
TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan
daerah dari sektor perpajakan dan memudahkan
pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan
perpajakan, maka perlu disusun sistem informasi
pajak daerah secara terintegrasi yang dapat
mengikutsertakan  pihak lain melalui pola
kerjasama;

b. bahwa ketentuan yang mengatur penyediaan
perangkat dan sistem informasi transaksi usaha
sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota
Tasikmalaya, kurang sempurna sehingga perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penerapan Sistem
Informasi Pajak Daerah dalam Pelaksanaan
Kewajiban Perpajakan di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah  atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);

8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun
2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125);

9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100
Tahun 2016 tentang Penerapan Sistem Informasi
Pajak Daerah dalam Pelaksanaan Kewajiban
Perpajakan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 356);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 100
TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN SISTEM
INFORMASI PAJAK DAERAH DALAM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA TASIKMALAYA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penerapan
Sistem Informasi Pajak Daerah dalam Pelaksanaan
Kewajiban Perpajakan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 356), diubah sebagai
berikut :

1. Diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 2la sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Tasikmalaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang
menyelenggaran urusan di bidang Pajak Daerah.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenakan Pajak.

7. Objek Pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang
selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh
Wajib  Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan perpajakan
daerah.

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak selanjutnya
disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan
oleh Dinas kepada Wajib Pajak sebagai surat
elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau
yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai
imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel,
penyediaan makanan dan/atau minuman oleh
pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan
penyelenggara tempat parkir.

Penyetoran adalah pembayaran pajak oleh wajib
pajak.

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan
yang dilakukan oleh Dinas dalam bentuk barang
dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan
kebutuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan daerah.

Pengawasan transaksi usaha wajib pajak yang
selanjutnya disebut pengawasan adalah suatu
proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas
transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada
wajib pajak sudah dicatat/direkam/diinput sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Sistem Informasi Pajak Daerah adalah perangkat
dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk
apapun yang dapat menghubungkan secara
langsung dengan perangkat dan system informasi
data transaksi usaha dan pembayaran Pajak
Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh
Wajib Pajak.

Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data
transaksi pembayaran adalah keterangan atau data
atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan
pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar
pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

21a.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah
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perangkat keras dan/ atau perangkat lunak yang
digunakan untuk merekam, memproses dan
mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.

22. Online adalah sambungan langsung antara
subsistem satu dengan subsistem lainnya secara
terintegrasi atau keadaaan komputer yang
terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet
sehingga apabila komputer sedang online bisa
mengakses internet tersebut.

23. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem
pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui
perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung antar sistem informasi data transaksi
usaha wajib pajak dengan sistem informasi
Pemerintah Daerah secara terintegrasi melalui
jaringan komunikasi data.

24. Aplikasi Pajak Online adalah sistem pelaporan
secara online yang berbasis web yang digunakan
oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan
yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan Informasi
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi.

. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1) Perangkat dan Sistem sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dapat pula disediakan oleh
pihak lain dengan pola kerjasama.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. pengadaan alat perekam data transaksi; dan

b. pengelolaan alat perekam data transaksi yang
terdiri dari :

1. pemeliharaan alat dan sistem; dan
2. penyediaan sumberdaya manusia.
(3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Nopember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Nopember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 56



